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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban 

meninggal dunia, berdasarkan Pasal 310 ayat (4) pelaku dituntut karena 

kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam 

dengan pidana penjara. Terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa Tedi Kase, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu 

lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Menjatuhkan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa Yakob Meko, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 

lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) 

tahun, dan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Bernat 

Kolapu karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya 

kendaraan bermotor”, maka dijatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa 
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dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa 

berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik terhadap ketiga kasus tersebut 

adalah berupa penyelidikan dengan olah TKP, menggali keterangan dari 

saksi, mencari petunjuk dari CCTV, mencari pelaku serta melakukan 

penangkapan dan penahanan, dengan upaya penegakan hukum yang 

dilakukan oleh penyidik adalah penerapakan pasal-pasal yang ada sesuai 

dengan kronologis kejadian.  

3. Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menegakan 

hukum terhadap pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal 

dunia adalah kecelakaan terjadi ditempat yang sepi dan jauh dari 

pemukiman warga, tidak ada CCTV, tidak ada saksi yang melihat langsung 

kejadian. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari yang 

karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia tidak hanya 

sebatas pidana penjara, akan tetapi pelaku harus membayar biaya 

pengobatan dan biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.  

2. Kepada Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota diharapkan dalam 

melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak tabrak lari, 

pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar 

masyarakat sadar bahwa apabila terjadi kecelakaan maka harus segera 

dilaporkan kepihak kepolisian.  
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3.  Disarankan kepada pihak yang berwenang agar mengupayakan 

pemasangan CCTV didaerah yang sepi dan rawan kecelakaan, diharapkan 

juga agar CCTV di setiap jalan diperbanyak dan difokuskan lagi karena itu 

merupakan petunjuk yang sangat dibutuhkan ketika terjadi suatu tindak 

pidana tabrak lari dan bagi masyarakat khususnya pengguna jalan agar lebih 

berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi aturan tata tertib berlalu lintas 

serta mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban agar 

kecelakaan dapat dihindari dan angka kecelakaanya diperkecil. 
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